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GARIS BESAR
PERUBAHAN  PERKAP NOMOR: 16 TAHUN 2011

NO PERUBAHAN/PENAMBAHAN ALASAN

I Judul Perkap menjadi:

PENILAIAN KINERJA

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA

1. Perkap SMK mengatur anggota Polri

karena PNS dalam penilaian kinerja

berpedoman pada PP Nomor 46 Th

2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja

PNS.

2. Sejak di undangkan Perkap SMK

dari tahun 2011 s.d saat ini, anggota

Polri sudah familier dengan sebutan

SMK untuk menilai kinerja, dan juga

penilaian kinerja merupakan bagian

dari sistem manajemen kinerja,

meliputi:

a. Perencanaan kinerja

b. Pemantauan kinerja

c. Penilaian kinerja

d. Evaluasi kinerja

3. Judul Perkap mudah dipahami



NO PERUBAHAN/PENAMBAHAN ALASAN

II Penilaian kinerja anggota Polri bertujuan

untuk menjamin objektivitas dalam

pembinaan karier, pendidikan

pengembangan, kenaikan pangkat dan

pemberian tunjangan kinerja.

Tujuan utama penilaian kinerja

untuk menjamin objektivitas dalam

pembinaan karier, pendidikan

pengembangan, kenaikan pangkat,

pemberian tunjangan kinerja

III Penilaian kinerja di lingkungan Polri

dilakukan terhadap anggota Polri dari

pangkat Bhayangkara Dua sampai dengan

pangkat Komisaris Jenderal Polisi, baik

yang bertugas di dalam maupun di luar

struktur organisasi Polri.

Untuk mempertegas anggota

Polri yang dinilai kinerjanya

Lanjutan . . . . .
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IV 1. Unsur FS meliputi kontrak kerja dan tugas

tambahan

2. Unsur FG meliputi perilaku kerja anggota

dan penghargaan serta hukuman

3. Kesepakatan kinerja direvisi menjadi kontrak

kerja

4. Dalam pembuatan kontrak kerja dituangkan

uraian pekerjaan yang diberi target kuantitas

dan mutu yang akan digunakan untuk

menilai capaian kinerja anggota Polri

1. Tugas tambahan menjadi bagian

penilaian kinerja (Nilai tugas

tambahan terakomodir)

2. Kontrak kerja merupakan

perencanaan kinerja individu untuk

mengimplementasikan perencanaan

kinerja Satfung/Satker sehingga

sinkron dengan perjanjian kinerja

dan penilaian kinerja

Satfung/Satker

3. Penilaian lebih obyektif dan terukur

4. Uraian pekerjaan mengacu pada

ABK

V
1. Penambahan Pasal Tata Cara Penilaian

Kontrak Kerja

2. Penetapan batas waktu kontrak kerja

3. Kontrak kerja dapat direvisi

1. Pedoman tata cara penilaian

kinerja dijelaskan sebelum tahapan

penilaian kinerja sehingga anggota

Polri sejak tahap perencanaan
kinerja dapat memahaminya

2. Kepastian hukum penetapan

kontrak kerja dan kontrak kerja

dipertegas dapat direvisi

Lanjutan . . . . .
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VI

1. Penilaian FG direvisi menjadi 3

unsur penilaian: Perilaku Kerja

Anggota dan Penghargaan serta

Hukuman

2. Faktor kinerja Jaringan Sosial, Agen

Perubahan, Pengelola Administrasi,

Kreativitas dan kemandirian tidak
digunakan kembali

3. Penambahan faktor kinerja orientasi

pelayanan, komitmen terhadap

organisasi, inisiatif, disiplin,

kerjasama.

4. Penjelasan faktor kinerja mulai dari
Pasal 8 s.d Pasal 17 dihilangkan.

5. Penambahan Pasal nilai

penghargaan dan pengurangan nilai

hukuman serta tata cara

penilaiannya

1. Nilai penghargaan dan Nilai hukuman,

bagian dari penilaian FG sehingga rekam

jejak prestasi dan hukuman tercatat serta

mempengaruhi penilaian kinerja.

2. Kehadiran anggota menjadi bagaian

penilaian pada faktor kinerja disiplin yang

merupakan bagian dari penilaian PKA

3. Penjelasan faktor kinerja dan standar

kinerja dijelaskan secara rinci di formulir
penilaian PKA

4. Capaian faktor kinerja lebih terukur

karena dijelaskan sangat rinci beserta

nilai panduannya

Lanjutan . . . . .
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VII 1. Pada tahap pemantauan capaian

kontrak kerja setiap 3 bulan diukur.

2. Penambahan Pasal bagi AYD yang

mutasi

1. Capaian kontrak kerja dapat di

evaluasi setiap 3 bulan sehingga

dapat digunakan sebagai data untuk

memberikan arahan, petunjuk dan

motivasi kerja terhadap AYD oleh PP

2. Penilaian kinerja dapat dilakukan

secara utuh selama 1 semester

karena rekam nilai kinerja bagi

anggota yang mutasi tetap dapat

dinilai kinerjanya pada kesatuan

sebelumnya

Lanjutan . . . . .
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VIII 1. Penambahan Pasal batas waktu

rekapitulasi penilaian kinerja

2. Penambahan Pasal tentang Pejabat

pengemban fungsi SDM mulai dari

Mabes Polri sampai dengan Polres

1. Adanya kepastian hukum tentang

batas waktu rekapitulasi penilaian

kinerja

2. Mempertegas Pejabat yang

bertanggungjawab mengelola

penilaian kinerja

IX 1. Capaian kinerja AYD yang dibawah

standar diberi hukuman mulai dari

kewajiban mengikuti program

peningkatan kemampuan sampai

dengan usulan mutasi

2. Capaian kinerja AYD yang sangat

baik diberi penghargaan untuk

Dikbang dan Binkar

Memotivasi AYD untuk meningkatkan

kinerja dan meningkatkan kompetensi

Lanjutan . . . . .



Lanjutan . . . . .
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XII Pasal yang mengatur dokumen hasil

penilaian bersifat rahasia dihapus

(tidak dimasukan dalam konsep revisi

Perkap)

Hasil penilaian kinerja tidak bersifat
rahasia agar hasil penilaiannya dapat
dikontrol kebenarannya oleh anggota
Polri lainnya guna menghindari
manipulasi dalam penilaian kinerja

XIII PP yang tidak melaksanakan tahapan
penilaian kinerja melalui SMK kepada
AYD dikenakan sanksi tindakan
dan/atau hukuman disiplin

Untuk menjamin konsistensi dalam
penilaian kinerja oleh PP dan AYD

Lanjutan . . . . .



OPTIMALKAN SISTEM MANAJEMEN 

KINERJA
ü APLIKSASI SMK ONLINE SUDAH DIBUAT DAN SEDANG DISEMPURNAKAN (DAPAT

DIBUKA DI : www.smk.polri.go.id)

ALAMAT WEBSITE SMK ONLINE

smk.polri.go.id

PADA HALAMAN HOME 
PENGGUNA DAPAT 

MENGUNDUH PERKAP



SEKIAN

TERIMA KASIH
&


